BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan  “dan. perkemBangan  perekonomian  dibidang
perindustrian dan perdagangan nasio ah menghasilkan berbagai variasi
barang dan jasa yang dapat dikonsumsi ditambah dengan globalisasi dan

perdagangan bebas yang didukung olef' kemajuan teknologi telekomunikasi

memperluas transaksizbaran jasa entasi an teknologi

telekomunikasi dal erd ) gan adanya

anfaatan intern i agangan jarak jauh

-~ rKARAWANGm

memerlukan ng yaitu Jasa pengiriman barang karena bisnis
online dan jasa pengifiman B g ini merupakan dua sisi mata uang atau
sesuatu yang tidak dipisahkan;seenga ingkatnya omset belanjafonline

secara otomatis akan mendongkrak o a_pengiriman barang juga‘akan



tetapi kebutuhan jasa pengiriman barang tidak terbatas pada kegiatan
bisnis online saja tetapi pada transportasi kebutuhan hidup akan tingginya
mobilitas  penduduk untuk menggunakan jasa pengiriman barang didalam

negeri maupun luar negeri. Kebutuhan perorangan dalam mengirimkan

dokumen berharga dambarang ke tujuan dengan proses efektif dan efisien

maka dari itu hubunga nsumen pelaku usaha jasa pengiriman

barang itu sangatlah penting.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum dlbldang harta kekayaan

nyang lain,

atkan dirinya

prestasi dan begitu

ses Kesepakatan yang telah "OM@PEKati para pihak tersebut dan

menimbulka b thARAWANVGan ialah suatu

perbuatan di

yang didasari kata s
dan di antara mere

ingga subjek hu

ang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang

atau lebih dan lain-I3

Secara umum perjanjia tur dala

8_KUHIRer@ata yang
menjelaskan “ Semua persetujuan yang d ecara sah berlaku#sebagai
Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu
tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan antara kedua belah

pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup

untuk itu. Persetujuan-persetujuan dilaksanakan dengan itikad baik*.



Salah satu Perjanjian yang akan dibahas dalam peneliti ini adalah
perjanjian pengiriman barang. Pada umumnya perjanjian dilaksanakan setelah
timbul kata sepakat(lisan), namun ada kalanya perjanjian dibuat secara

tertulis  hal ini dilaksanakan jika perjanjian yang bersama-sama telah

disepakati terjadi wanprestasi maka naskah perjanjian ini bisa dijadikan

jadi tuntuta :E"l A

sebagai alat bukti bila té lah satu pihak.

Karena sangat banyak sekali maﬁ arakat yang ingin mengirim barang

dari tempat yang jauh dan jug_barlL

memanfaatkan ele
pengiriman barang
\yataan tersebut s
ilik
pen barang milik Swasta .a JALUR NUGRAHA

ANCKARAW Na@m

merupakan pé

ekali masxarakat dizaman sekarang

mbuat jasa
Berdasarkan

a pengiriman barang

dalam bidang kurir expres yang berkantor pusat di
Jakarta, Indonesia. Nama jasaipengiriman barang JNE ini sangatlah terkenal
didalam masyarakat saat in merupe alah satu perusahaan Jasa kurir

Indonesia.

Proses pengiriman barang oleh JNE dimulai pada saat
Konsumen/Pengirim datang ke agen JNE dengan membawa sejumlah barang
yang telah dipersiapkan untuk dikirimkan. Kemudian pihak JNE memeriksa
kelengkapan barang tersebut, dan dari sejumlah barang yang akan dikirim

maka akan dikeluarkan suatu dokumen atau surat tentang perjanjian



pengiriman barang Yyang selanjutnya harus ditandatangani oleh
konsumen/pengirim, yang artinya bahwa konsumen telah menyetujui syarat-
syarat atau klausulnya baik mengenai syarat, ketentuan, akibat dan resiko

bagi pengiriman barang itu. Pelaksanaan perjanjan pengiriman barang kadang

dak selalau berjalan dengan lancar, misalnya barang yang telah disepakati

oleh kedua pihak tersebut. untuk dernyata tidak sampai ke tujuan,

barang tersebut terlambat sampai ketempat tujuan atau barang tersebut hilang

atau rusak didalam perjalanan.* ﬁ

an pihak JNE
a ,  Konsumen
ak T Jalur Nugraha

pada —PilakedlE

Jika terjadi rest_ al
arus bertanggung b da
ak menuntut g n

—

—
Nugraha“Ekakurir perlu mengetahui dahulu apa yang menyebabkan
pengiri barang teKARAWANG(arena kiriman
barang tersebut tidak®sampai, rusak ataupun hilang maka akibat dari suatu

perbuatan hukum atadkarena“pehistivwa hukum.

Masalah yang timbul dan‘menjadi K didalam_perusahaan jasa

pengiriman barang terjadi karena adanya mbatan pengirimamtbarang
oleh jasa pengiriman barang yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen.
Konsumen sangatlah merasa dirugikan karena pihak penanggungjawab dari

jasa pengiriman barang tidak memberikan informasi atau konfirmasi atas

! Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2010, him. 115



keterlambatan barang tersebut kepada konsumen, dan selain itu pihak jasa
pengiriman barang juga tidak teliti dalam pengiriman barang yang
mengakibatkan hilangnya paket barang. Oleh karena itu dalam pelaksanaan

perjanjian pengiriman barang tidak selamanya berjalan dengan baik dan

ancar.

Undang-Undang Nomer 8 n 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen merumuskan bahwa Perlindungan konsumen merupakan segala

stian  hukum  untuk  memberikan

k ditimbulkan
3 barang yaitu
an unyi:

gantl

upaya yang menjamin adanya kep
ons_
ajib
rugi atas

perlindungan terha

dalam pelaksanaan

agaimana tercant
atau kerugian konsumen akibat

engkonsumsi ba at@ ji w Nj dagangkan”.
Penelitia mﬁr Riyanto Andi

yang berjudul ipsi indungan Konsumen Pengguna jasa Pengiriman

n,2
pe
sal

Barang atas barang Ye ida mpai, studi kasus antara Violeta dn fiki
cabang Yogyakarta dilembaga*k@msumer akarta, perbedaannyafterletak

P

pada dan penelitian saya meneliti té erlindungan Huk bagi
Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang atas barang yang hilang

dihubungkan dengan Undang-Undang Nomer. 8 Tahun 1999 Tentang

2 N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk,
Pantai Rei, Jakarta, 2005, him. 42

3 Adrian, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia

Indonesia, Bogor, 2008, him. 68



Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kantor JNE cabang Purwakarta)”. Jika
penelitian sebelumnya adalah barang yang tidak sampai sedangkan penelitian

saya membahas tentang barang milik konsumen yang hilang.

juga dengan skripsi milik Maulina Hidayah yang berjudul

imdungan hukum._bagi kgnsumen pengguna jasa pengiriman

barang ditinjau dari hukum perjanjia i kasus penyedia jasa pengiriman

barang di kota Surakarta. Berbeda dengq}n skripsi saya , yang perbedaannya

adalah perlindungan konsumen bagi| pengguna jasa pengiriman barang

ditinjau dari hukum njia_ I
\ Dalam Pasauk !B alumen memiliki hak
galam kepastian huk k dilind aren nsumen tidak hanya
arang oy AT Ini tentunya
kons agai pepggunaejasas) ihiki tuk gibindungi. Karena
kita beradaidida gane l’ Bgnwmarus dilindungi

berdasarkan huk

gerlaku pada saat ini. Berdasarkan uraian diatas

penulis tertarik melak pENE . dan menuangkan dalam bentuk skgipsi

dengan Judul : “Perlindunga kum D8 asumen _Penpgglina Jasa
Pengiriman Barang atas kehilanga ang yang _di
dihubungkan dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kantor JNE cabang

Purwakarta)”.



B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan dari Latar Belakang masalah diatas dapat dikemukakan

beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah

t menyebabkan kerugian pada

konsumen pengguna jasa pengiriman barang?

ebagai berikut:

1. Faktor-faktor

2. Bagaimana ketentuan ganti yang diberikan JNE cabang

milik =kensumen= dihubungkan

i § Perlmdungan

Penellt an
\ gatu penelitian ilmiah harus Te@dlnyai Tujuan yang jelas dan pasti.

Hal ini “sebags dKnARnAWANGdapun Tujuan

dalam penelitraniini a

Purwakarta ﬁ hlla

dengan Und

Konsumen ?

C.

1. Untuk mengetahui or-Te ang menyebabkan kerugian pada

konsumen pengguna jasa pe pan bara

2. Untuk mengetahui ketentuan ganti ng,. diberikan JNEgCabang

Purwakarta jika ada barang milik konsumen yang hilang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk
memberikan pemikiran, menambah wawasan dalam pengembangan ilmu
hukum pada umumnya dan secara khusus dalam ruang lingkup hukum

bisnis termasuk bidang hukum perdata

A

pihak yang bersangkutan, termasuk pihak-pihak yang berwenang dalam

. Manfaat Praktis

a. Hasil penulisan ini~diharapkan emberikan masukan bagi pihak-

masyarakat pada umumnya dalaﬁ rangka peningkatan dan efisiensi

serta efektifitas=dalam “bidang-pe .‘:-‘: “konsumen-sesuai dengan
Undang-Unda erlindungan
Konsumen.

asil penelitian ' i an-dapat digunakan

ebagai bahan pertimbanga g mugek™diperlukan oleh perusahaan
NN KARAWANG
a pdatangkan konsumen baru sehingga dikemudian hari

tidak ada lagipermasalahan yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik®fadonesia Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berisi ketentuan yang didalam
nya mengatur bagaimana konsumen dapat terindungi dari pelaku usaha. Pada
dasarnya seluruh kegiatan transaksi atas pengiriman barang akan dimulai dari

konsumen. Konsumen merupakan komponen utama dalam dunia pengiriman



barang dikarenakan apabila tidak ada konsumen, maka para penyedia jasa

pengiriman tidak akan bisa menjalankan usahanya.

Perlindungan terhadap hak konsumen di Indonesia telah diatur secara

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Inga onsumen menyebutkan' bahwa “Konsumen adalah setiap
orang yang memakai barang“dan/ata yang tersedia dalam masyarakat,

baik bagi kepentingan diri sendiri, kelgarga orang lain maupun makhluk
kan”

hidup lainnya dan tidak untuk diperdags

Apabila pe nga ' as dah sesuai

osedur, dan tida

elanjutnya konsumen
UK selanjutnya juga
telah “diatUr da aiusan ghu e w N‘vﬁ pakar hukum
perdata Za sikin) yang dimaks A g dalah “Sebuah
perjanjian timbalba antara pengangkut dengan pengirim, dimana
pengangkut mengikat d ntuk elenggarakan pengangkutan barangda

atau orang dari suatu tempa empat  tu eptentu dengamiPselamat,

sedangkan pengirim mengikat diri untuk me akangkutan. *

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak ataupun oleh satu pihak tidak

luput dengan syarat sah perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam

4 Asikin, zainal, 2013, Hukum Dagang, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
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Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan empat syarat syahnya perjanjian

yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

membuat suatu perjanjian

entu

4. Suatu sebab yang halal

Dalam hal pengertian perjanjla dan syarat sahnya perjanjian, asas-

ﬁ'

perjan a5 perjanjian yang

asas perjanjian sanE)erlu:ﬂkaj g ----v-- bantu=memahami ketentuan

undang-undang me i
rdapat 5(lima)
epastian hukum, ket uku

dengal

dimakd SBaga berK AR AWANG

a. Asas kebebasanberkontrak

untuk tercapainya

drkan konsensualisme

b. Asas konsensua
c. Asas kekuatan mengika
d. Asas itikad baik (good faith)

e. Asas kpribadian (personality)®

Perjanjian pengiriman barang disini antara pelaku usaha yaitu PT.
Jalur nugraha ekakkurir (JNE) dengan konsumen menganut asas kebebasan

berkontrak sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdata “Semua perjanjian

5 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang hukum perdata
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yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya” Hal ini mengandung makna bahwa setiap orang konsumen atau

pealku usaha diberi kebabasan berkontrak untuk para pihak untuk :

tidak membuat suatu perjanjian

melakukan suatu p i at j askan pada
\,
. : AT eaRg. \/an at-diimhaM@™eeTIgan kewajibannya

untukime atikanRaRiRhRWﬁr'Na Ggiriman barang
seimbang.

Definisi konsumern, i pengirim barang dalam Pasal 1 ayat (3)

as kebebasan n dalam asas ini

ghendaki kedua b . Seperti kedudukan

Undang-Undang perlindingan, ko e yaitu : “Setiap orang pemiakai

barang dan/atau jasa yang tersedia“dalam, masyarakat epentiggan
diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhlt i dak untuk

di perdagangkan.”’ Sedangkan secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan

®Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata
"https://www.hukumonline.com/klinik/kategori/lt4a0a9e4c78c61/perlindungan-konsumen/ Diakses

pada 16 November 2019



12

sebagai: “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu
atau menggunakan jasa tertentu” atau ‘“‘setiap orang yang menggunakan
barang atau jasa.”Definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang perlindungan konsumen adalah : “Setiap orang perseorangan atau

padan usaha, baik yang*perbentuk badanshukum maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan a akukan kegiatan dalam wilayah

hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian menyelenggarakan Kegaitan usaha dalam berbagai bidang

ekonomi. ”“Hak konsumen dalam n Konsumen

diatur dalam Pasal : .
ak atas kenyam . lam barang dan/atau

2) F |nformaS| yang benar, an jujur mengenai kondisi dan

- KARAWANG

3) Hak untu

engarpendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa
yang digunakan;
4) Hak untuk mendapatka lpensas i rugi dan/atau penggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang @ na tidak sesual dengan perjaRjian
atau tidak sebagaimana mestinya.®

Undang-Undang perlindungan konsumen menganut prinsip tanggung

jawab mutlak (strict liability) yaitu prinsip tanggung jawab yang menetapkan

8 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang perlindungan Konsumen, cetakan kedua

gramedia pustaka, Jakarta,2001, him.2
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kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan dan harus terdapat hubungan
kausalitas antara subjek yang bertanggungjawab dengan kesalahannya.
Namun, ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari
tanggung jawab, misalnya keadaan force majure. Dalam Undang-Undang
perlindungan konsumén=dalam hal ganti kerugian karena keterlambatan

sampainya barang pada tujuan masuam tanggung jawab pelaku usaha

dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen. ﬁ

Prinsip tang n konsumen

ecara umum digun dalam prinsip

gung jawab mut kegiatan pengiriman

arang yang

tidak aman dapat kompensasi tanpa harus.

N\ MMWANGmak

dengan alasan Sebaga

- Beban Kkerugian snya sditanggung oleh kurir selaku yang
memberikan pelayanan peng n_barang

- Dengan adanya PT. JNE sebagai perusahaan__e jasa

pengiriman barang di Indonesia tentu dapat menjamin pelayanan

berkualitas apabila tidak demikian tentunya harus dapat bertanggung

jawab.
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- Efisiensi dari proses yang beruntun pengangkut barang di dalam PT. JNE

dan dari hubungan konsumen dengan kurir. °

Dua prinsip UUPK yang diakomodasi adalah tanggung jawab produk

Agejawab professional. Jika tanggung jawab produk berkaitan

parang, maka-tanggung jwab profesional lebih berhubungan

dengan jasa. Menurut Ko Kant, dja yang dikutip oleh Shidarta,

bahwa tanggung jawab professional adalah tanggung jawab hukum dalam
a

g diberikan kepada Klien. Prinsip

er gung jawab
A\ nal ini dapat
u janjian yang mereka

@nan yang

hubungan dengan jasa professional y

tanggung jawab m
produk, sumber p
fimbul karena para

—
S —
ini

an m
Sa
...'.- o

reka-a
dan kelalaian.

KARAWANG: <~

datang ke agen jasa pgirman barang dengan membawa sejumlah barang
yang akan dikirim dansbarang térsebut telah memenuhi syarat-syarat standar
jasa pengiriman barang Setelalmmelalt apa proses pemeriksaangbarang
akan segera dikirim ketempat tujua i_dengan perjanjian yanggftelah
disepakati.®

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut mengalami

wanprestasi, pihak jasa pengiriman barang bertanggungjawab untuk

® Adrian, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia,
Bogor, 2008

10 Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Dagang, Penerbit: Citra
Aditya Bakti Edisi / Cetakan: Cet.1 Tahun 1992.
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mengganti kerugian yang dialami pihak konsumen. Kedua belah pihak dapat
menyelsaiakan masalah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati,
Apabila barang yang dikirim hilang atau rusak pihak jasa pengiriman barang

bertanggungjawab untuk mengganti barang yang hilang atau rusak itu dengan

parang yang sama atau mengganti uang sebesar harga barang tersebut.

Melihat dari periStiwa antara pelake‘usaha jasa pengiriman barang dan
pengirim barang (konsumen) terkait hal diatas, maka maksud dan tujuan
diberlakukannya Undang-Undang Perl fidlungan Konsumen pada tanggal 20

April 1999 diharapkan=dapat=me arakat=Iindenesia untuk lebih

menyadari akan s ( i
hadap pelaku us ka

martabat _kons 3 aran,.._pengetahuan,

ng dimiliki

meningkatkan harkat

onisumen untuk melindungi

NKARAWANG "

jawab.

F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
Metode Pendekatan yang dilakukan™e eliti adalah
Pendekatan Yuridis Normatif yang memiliki pengetian menurut Soerjono
Soekanto yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mneliti bahan

pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara
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mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.!!
Yuridis-Normatif yaitu dengan meneliti peraturan perundang-

undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum serta berbagai

eratur untuk menganakisis tentang perlindungan konsumen, karena meneliti

dan mengkaji mengenai~pemberlakua all implementasi ketentuan hukum

normatif.

2. Spesifikasi Penelitian ﬁ

Pendekatan dalam penelitian-inildime sudkan-agar-bahan hukum yang

ada menjadi dasar
elakukan analisis. :
gRtKan pengkajlan peraturan

N KAR?\WANG“”

ini dimaksudkan 3 bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-

neliti untuk

apa pendekatan yaitu

undangan sebaga melakukan analisis mengenai saksi pelaku yang

bekerja sama. Adapun pe an e ang-undangan yang peneliti gupaka

adalah Kitab Undang-undang 8 _Tahu rlindungan

0
Konsumen.

3. Tahapan Penelitian

11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta 1986, him 213
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Untuk memperoleh hasil-hasil penelitian yang valid dan maksimal,
maka peneliti memakai prosedur dan tahapan-tahapan penelitian. Adapun
tahap-tahap penelitian adalah sebagai berikut: 12
. Tahap Perencanaan

1) Menentukan Masalah, Identifikasiadan Judul Penelitian
2) Menentukan Kerang berflk*

3) Menetukan Metode Penelitian

4) Menentukan Lokasi Penelitian ﬂ

. Tahap Persiapan ===

1) Studi Pustaka

2) Membuat Hip

enentukan.Su

yiapkan Perlengkapa

W nguKﬁR AWANG

1)s

Untuk engkapie,. data guna pengujian hasil peneletian

digunakan prosedur pe pulantdata yang terdiri dari data sekumder,

yaitu pengumpulan data seku dilakuka gadakan
studi kepustakaan library research.

2) Melakukan wawancara

12 Soegijatana tjakranegara, Hukum pengangkutan barang, jakarta: Rineka cipta 1995.
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta 1986.
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Setelah tahap persiapan telah dilalui maka langkah penelitian
selanjutnya adalah mengumpulkan data, Pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara (interview).

. Tahap Pengolahan Data Dan Analisa Data

1) Merapikan dan meringkas data

Setelah data umpul gkan kegiatan pengolahan data,

dengan cara merapihkan dan meringkan data. Kegiatan ini meliputi seleksi

()

data dengan cara memeriksa data yafig diperoleh melalui kelengkapannya

9. ﬁolahan data

g==menambah dah

dan pengelompokan=data=secara=sis

dilakukan sebag kut: l

Kegiatan ini meli

diting

gkapi data yang

HARAWANG = -

c. SistematisaSi data, penempatan data pada tiap pokok bahasan

ditenttkan

secara sistematis hingga,memt an interprestasi data.

1) Menganalis Data

2) Mengecek Keabsahan data **
d. Tahap V Penulisan Laporan

1) Menyusun Hasil Data

2) Menarik Kesimpulan

14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta 1986.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk

hedata dari hasil wawancaara, catatan lapangan, dan bahan-bahan

gdapat mudah™dipahami, [dan temuannya dapat diinformasikan

kepada orang lain. Teknik pengola ta yang digunakan ialah teknik

wawancara, dan Studi literatur. ﬁ

a. Wawancara

L ________J L
—  —
Wawancara ngs
awancara berupa primer.
e
SLLildMma-Cf

ac s at Hasil dari
anc dil narasumber
m en idang masalah yang

agai pihak yang
embantu_epgelaborasi hasil

studi p a untuk menjawab rur® masalah. Wawancara dilakukan

- ANKARAWANG

yang diajukankepadamnarasumber, yang dikembangkan sejalan dengan

perkembangan teo didapat peneliti dari studi pustaka yang
relevan dengan penelitian in
b. Studi Kepustakaan
Untuk melengkapi data guna pengujian hasil pe an'ini digunakan
prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, vyaitu
pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi

kepustakaan library research. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk

memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan
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cara membaca, mengutip, dan menelaah terhadap alat penelitian berupa studi
dokumen. Studi dokumen yang dilakukan adalah mengkaji dan menganalisis
bahan hukum yang meliputi bahan hokum primer, sekunder, dan tersier, serta

bahan-bahan ilmiah lainya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan

yang akan dibahas.!

5. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gﬁakan dalam penelitian ini adalah

ode deduksi

engan jalan menarik

Logika hukum dedukiif; logika=hukum! dedukdif adalah-eara-berpikir dimana
rsif u
es

dari pernyataan ya
ah cara penangan

penalaran yang bersifat

deduk aknisuatu KﬁRﬂWASN Gwpulan sebagai

kemestian daripangkal. pikirnya sehingga bersifat betul menurut bentuk saja.

Penarikan "Kesimpt secara deduktif biasanya mempergunakan pala
pikir yang dinamakan silegisme, Perayataan yang mendukung silogisme ini
disebut premis yang kemudian d@ dibedaka ayor dan
permis minor. Kesimpulan merupakan penge pat dari

penalaran deduktif berdasarkan kedua permis tersebut, Logika deduktif

membicarakan cara-cara untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan bila lebih

15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta 1986.
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dulu telah diajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai semua atau sejumlah ini
diantara suatu kelompok barang sesuatu.
Kesimpulan yang sah pada suatu penalaran deduktif selalu merupakan

akibat yang bersifat keharusan dari pernyataan-pernyataan yang lebih dahulu

diajukan, Pembahasan mengenai logika deduktif itu sangat luas dan meliputi
I

G. Lokasi Penelitian ﬂ

salah satu diantara persoalan-persoal menarik.

Lokasi pen a dilakukan.

Penetapan lokasi p ian ; nting dalam

penclitian kualitatif, s y si penelitian berarti

A\
h \,

dilakuka

en iw.pll" () G is dalam

penelitian. Untuk memp data Primer, lokasi penelitian
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